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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian, pembahasan sekaligus analisis terhadap praktik 

sengketa pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Talulobutu Selatan 

Kabupaten Bone Bolango yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di desa Talulobutu 

Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan hasil 

musyawarah yang ditetapkan bersama dengan para ahli waris pada saat 

penyelesaian berlangsung dan kepala desa sebagai hakim tunggal atau sebagai 

mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Pada dasarnya 

para ahli waris diberikan kebebasan untuk mentukan sendiri siapa yang akan 

melaksanakan pembagian harta warisan, kehadiran kepala desa sebagai orang 

yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya 

dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada kepala desa.  

2. Faktor-faktor yang menghambat pembagian harta warisan yang di Desa 

    Talulobutu Selatan yakni: 

a. Banyak anggota keluarga yang ingin menang sendiri dan mau ambil sendiri 

      harta warisan tersebut. 
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b.  Sering kali para ahli waris yang bersengketa tidak memiliki sertifikat 

     apabila yang disengketakan adalah warisan tanah. 

c. Anak pertama dari si pewaris atau yang dituakan dalam suatu keluarga  

     cenderung minta lebih banyak atau anak yang dituakan dalam suatu 

      keluarga. 

d. Banyak argumentasi dari pihak keluarga yang bersengketa sehingga sulit  untuk 

     mencapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan. 

5.2 Saran 

1. Proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dengan menggunakan 

peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa atau hakim tunggal sangat 

penting karena dapat mengharmoniskan dan menyeimbangkan kehidupan 

masyarakat di desa.  

2. Penyelesaian sengketa warisan melalui kepala desa pelaksanaannya mudah 

berakibat positif dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat, untuk itu perlu 

dikembangkan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan sengketa. 

3. Apabila dalam pembagian harta warisan terdapat perselesihan di antara ahli 

waris, maka hendaknya selalu dilakukan musyawarah dengan semangat 

kekeluargaan dan kerukunan untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat 

diterima oleh semua pihak.  
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4. Pengetahuan kepala desa beserta aparat desa juga harus ditingkatkan melalui 

pembinaan-pembinaan secara rutin terutama menyangkut persoalan kewarisan 

baik secara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata. 

5. Penyuluhan dan kerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Negeri 

Gorontalo Fakultas Hukum atau dengan lembaga kedinasan  terkait dengan 

sengketa warisan agar terus diupayakan, supaya pengetahuan masyarakat 

bertambah dan karenanya dapat menimalisir sengketa harta warisan. 
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